Proses Penganggaran Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat Tahun 2016 by Ahmad, Huseyen
  
DAFTAR PUSTAKA 
Handayaningrat, Soewarno.1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 
Manajemen. Jakarta : CV Hajimasagung. 
Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi 
Pemerintahan Dalam Negeri. 
Munandar, M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, 
Pengawasan Kerja Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah 
Mada. 
Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan Edisi Pertama. Jakarta : Salemba 
Empat. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja IPDN. 
Peraturan Menteri Keuangan No : 140/PMK.02/2015 tentang Petunjuk 
Penyusunan dan Penelaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian 
Negara/Lembaga Pasal 1 ayat 1.  
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Pasal 2 ayat 1. 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Pembangunan Nasional Pasal 26 ayat 4. 
Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Pasal 4 ayat 2. 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional Pasal 6 ayat 2. 
